
Bobot Jawaban Nilai % Keterangan Catatan Evaluator Pendahuluan
A. 60 58,61 97,68%

I. 30 29,16 97,20%

02.00 3,5 2,72 77,71%
i Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan 

Utama
1 0,72 72,33%

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis 
instansi

B 0,67 Seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
telah disusun dan diselaraskan secara menyeluruh dengan mengacu pada Peta 
Proses Bisnis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
(Dirjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eviden Dokumen: 1. Dokumen 
Peta Proses Bisnis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2. Dokumen SOP Kepaniteraan 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah diselaraskan dengan Peta Proses Bisnis. 3. 
Dokumen SOP Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah 
diselaraskan dengan Peta Proses Bisnis. Berikut link evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_rmSNwloov8NP32dUTsAj0_-
5G2OmBFo?usp=sharing

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
diterapkan

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah secara konsisten menerapkan seluruh Prosedur 
Operasional Tetap (SOP) yang ditetapkan oleh organisasi di setiap unit kerja, baik 
pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Guna memastikan implementasi 
berjalan optimal, berkekuatan hukum, dan dipahami oleh seluruh aparatur peradilan, 
pimpinan telah menetapkan pemberlakuan SOP Kepaniteraan 2026 secara resmi 
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 
419/KPT.W28.U/OT1.2/IV2026 dan SOP Kesekretariatan 2026 melalui Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 
461/KPT.W28.U/OT1.2/III2026. Eviden Dokumen: 1. SOP Kepaniteraan Tahun 2025 
dan 2026 2. SOP Kesekretariatan Tahun 2025 dan 2026 3. SK Pemberlakuan SOP 
Kepaniteraan Tahun 2025 dan 2026 4. SK Pemberlakuan SOP Kesekretariatan Tahun 
2025 dan 2026 5. Uji Petik Penerapan SOP pada Perkara Tahun 2025 dan 2026 6. 
Daftar Rekapitulasi Prosedur Operasional Tetap Bagian Kepaniteraan 7. Daftar 
Rekapitulasi Prosedur Operasional Tetap Bagian Kesekretariatan Berikut link 
evidencenya: https://drive.google.com/drive/folders/105gACdh2gPdrL-
ksoMt29nXXDyzIXGHl?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Prosedur Operasional 
Tetap dilengkapi dengan keterangan 
Nomor SK Penerapan SOP, status hasil 
reviu/evaluasi SOP dan revisinya. - 
Tambahkan bukti implementasi eviden 
seperti: Screenshot penggunaan SOP 
di layanan, Foto petugas menjalankan 
SOP, Checklist kepatuhan SOP, 
Monitoring/evaluasi SOP, Hasil audit 
internal.

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
dievaluasi

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) instansi. Evaluasi ini dilakukan guna 
menilai relevansi, efektivitas, serta keselarasan SOP dengan perkembangan 
kebijakan, kebutuhan organisasi, maupun kendala yang ditemukan di lapangan. Hasil 
dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, pembaruan, 
atau penyempurnaan prosedur demi peningkatan mutu pelayanan publik dan 
administrasi peradilan. Eviden Dokumen: 1. Dokumen Monitoring Dan Evaluasi SOP 2. 
Dokumen Reviu SOP 3. SK Pembentukan Tim Reviu SOP 4. Daftar Rekapitulasi 
Prosedur Operasional Tetap Bagian Kepaniteraan 5. Daftar Rekapitulasi Prosedur 
Operasional Tetap Bagian Kesekretariatan Berikut link evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rL3mFwc7JL6p-
jV0qviAt_PLVinnzf25?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Prosedur Operasional 
Tetap dilengkapi dengan keterangan 
Nomor SK Penerapan SOP, status hasil 
reviu/evaluasi SOP dan revisinya. - 
Tambahkan dalam monev TLHP: 
(Kolom temuan, Kolom rekomendasi, 
Kolom tindak lanjut, Bukti perubahan 
setelah monev);

ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 1,5 75,00%

12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah 
menggunakan teknologi informasi

B 0,5 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengimplementasikan sistem pengukuran 
kinerja organisasi secara modern dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi 
informasi dan aplikasi digital yang terintegrasi secara nasional. Pemanfaatan sistem 
berbasis elektronik ini dilakukan untuk menjamin keakuratan, transparansi, serta 
kecepatan dalam pelaporan dan evaluasi capaian kinerja berkala pada setiap unit 
kerja, baik di bagian teknis peradilan maupun administrasi kesekretariatan. Adapun 
sistem informasi yang aktif digunakan dalam mendukung pengukuran kinerja meliputi: 
1. SIPP Banding, untuk pengukuran dan pemantauan penanganan perkara tingkat 
banding. 2. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI, untuk 
manajemen dan penilaian kinerja aparatur. 3. SIPAPU Badilum, dalam pelaporan 
capaian administrasi peradilan umum. 4. Aplikasi E-SAKIP Kemenpan RB, untuk 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Aplikasi E-BIMA, E-IPLANS, dan E-
SADEWA Mahkamah Agung RI, untuk integrasi pengukuran kinerja di bidang 
perencanaan, anggaran, pemantauan keuangan, serta pengelolaan aset. Dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak hanya 
mengandalkan aplikasi terpusat, melainkan juga menciptakan inovasi mandiri yang 
inklusif melalui Aplikasi E-Difa (Aplikasi Pelayanan Khusus Penyandang Disabilitas). 
Dampak dan Manfaat Inovasi: Aplikasi E-Difa memberikan dampak nyata berupa 
jaminan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam 
mendapatkan informasi dan layanan hukum. Manfaat utamanya adalah menghapus 
hambatan komunikasi dan fisik, memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, 
serta mewujudkan pelayanan peradilan yang prima, nondiskriminatif, dan berkeadilan 
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Perubahan yang Terjadi (Sebelum 
vs Sesudah Inovasi): Sebelum adanya Aplikasi E-Difa: Proses pelayanan bagi 
masyarakat penyandang disabilitas masih dilakukan secara konvensional, di mana 
petugas harus melakukan asistensi manual secara penuh tanpa dukungan sistem 
yang terstruktur, sehingga waktu pelayanan menjadi kurang efisien dan akses 
informasi bagi kaum difabel masih terbatas. Setelah adanya Aplikasi E-Difa: Terjadi 
perubahan paradigma pelayanan yang signifikan menjadi lebih modern dan adaptif. 
Sistem pelayanan kini telah terdigitalisasi secara inklusif melalui menu khusus 
disabilitas, sehingga pemohon dari kelompok rentan dapat mengakses layanan 

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) dan capture/tangkapan 
layar dashboard (tambahkan PTSP+ 
dan Komdanas) - Jika ada inovasi 
jelaskan narasi dampak manfaatnya 
apa, perubahan apa yang terjadi.

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah 
menggunakan teknologi informasi

B 0,5 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja individu 
aparatur peradilan secara nyata dan terintegrasi melalui Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI sebagai dasar dalam pengelolaan 
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Data capaian kinerja elektronik yang 
terekam dalam sistem informasi tersebut menjadi instrumen utama pimpinan dalam 
melakukan pemetaan kompetensi, evaluasi kedisiplinan, serta penentuan pemberian 
penghargaan (reward) maupun penjatuhan sanksi (punishment) administratif bagi 
seluruh pegawai secara transparan dan objektif. Eviden Dokumen: 1. Capture Aplikasi 
Manajemen SDM 2. Daftar Rekapitulasi Aplikasi Bidang Manajemen SDM Berikut link 
evidencenya: https://drive.google.com/drive/folders/1BHQuf5fDqV5EQv7GxPW5FS-
drmGB55qz?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) dan capture/tangkapan 
layar dashboard (tambahkan PTSP+ 
dan Komdanas); - Belum ada narasi 
dampak. Screenshot saja belum 
cukup, harus dijelaskan: manfaatnya 
apa, perubahan apa yang terjadi; - Jika 
ada inovasi jelaskan narasi dampak 
manfaatnya apa, perubahan apa yang 
terjadi.
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12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah 
menggunakan teknologi informasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik yang 
modern dengan mengimplementasikan teknologi informasi, baik berupa aplikasi 
pelayanan terpusat maupun aplikasi mandiri. Selain menggunakan sistem pelayanan 
utama, Pengadilan TInggi Maluku Utara juga telah menciptakan inovasi pelayanan 
publik yang inklusif melalui penyediaan Aplikasi E-Difa, yaitu sebuah inovasi aplikasi 
pelayanan khusus yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi 
masyarakat penyandang disabilitas demi mewujudkan pelayanan peradilan yang 
prima dan berkeadilan. Eviden Dokumen: 1. Capture Aplikasi Pelayanan Publik. 2. 
Dokumen panduan penggunaan, dokumentasi sistem, dan implementasi nyata Inovasi 
E-Difa (Aplikasi Pelayanan untuk Disabilitas) di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara. 3. Perma Nomor 8 Tahun 2022 (Pemberlakukan Aplikasi E Berpadu) 4. 
Rekapitulasi Pendaftaran E-Difabel Pengadilan Tinggi Maluku Utara Berikut link 
evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1c5mwMLzplJxVHm7byUDUGqTXb5bcJdpu?us
p=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan capture 
SIWAS dan Medos seperti IG/FB - 
Tambahkan SK pemberlakuan E-
berpadu dan SK Pemberlakuan Inovasi 
(update) - Buatkan grafik/statistik 
pengguna inovasi dan waktu 
penyelesaiannya

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan kepada publik

A 1 Bahwa dalam pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja, Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara dalam hal ini Ketua telah menerbitkan Tim Media Informasi dan Tim 
Pengembangan Inovasi yang dimana salah satu tugas dari tim tersebut melaksanakan 
monitoring evaluasi atas inovasi yang digunakan. Eviden Pendukung : 1. Monev 
Pemanfaatan TI Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM, Dan 
Pemberian Pelayanan Kepada Publik 2. Monev Pengelolaan Website 3. Tindak Lanjut 
Monev Pemanfaatan TI Berikut Evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1UjkFIBX1scSgBIE2pGy5jAvQYuZePAbS?usp=s
haring

Sebaiknya dilampirkan juga monev di 
tahun 2026 Catatan Badilum: - 
Lampirkan Laporan Monitoring dan 
Evaluasi dan Laporan Tindak Lanjut 
Hasil Monitoring dan Evaluasi beserta 
bukti tindak lanjut tersebut.

iii Keterbukaan Informasi Publik 0,5 0,5 100,00%
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi 
publik telah diterapkan

A 1 Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Pejabat Pengelola 
Informasi Publik (PPID) dan dalam hal ini selaku atasan PPID dan sudah menerapkan 
Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sosialisasi Eksternal dan 
Internal SK KMA 2-144 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan, 
selain itu untuk mendapatkan informasi pelayanan publik tersedia meja PPID di ruang 
PTSP selain itu juga PPID telah menpublis seluruh informasi yang dapat diakses secara 
mutakhir dan lengkap; dibuktikan dengan dokumen foto-foto pelayanan terhadap 
masyarakat yang membutuhkan informasi dan screnshoot informasi-informasi pada 
website. Eviden Dokumen: 1. SK PPID 2025 dan 2026 2. SK Daftar Informasi Publik 
2025 dan 2026 3. Daftar Informasi Semester 1 Tahun 2026 4. Rapat Keterbukaan 
Informasi Publik Semester 1 2026 5. Publikasi DIP Semester I Tahun 2026 di Website 
Berikut link data dukungnya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1cjeU7PHK7C3q3Tqu5aXYHYYT05XlycPx?usp=
sharing

Agar dilampirkan SK PPID dan Daftar 
Informasi Publik Tahun 2026 Catatan 
Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 
2026 (Surat Undangan, Daftar Hadir, 
Notula dan Foto)

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 
publik

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten telah melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dibuktikan dengan 
dokumen monev. Eviden Dokumen : 1. Laporan Monev Meja Informasi Tahun 2025 dan 
2026 pada PT Maluku Utara 2. Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan keterbukaan informasi publik 3. Laporan Tahunan Pertanggungjawaban 
Informasi pada PT Maluku Utara 4. Dokumentasi Pembinaan oleh Panmud Hukum 
pada PT Maluku Utara Berikut data dukungnya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bxpo8CaLDihcmcftxjbjrU1dscK8GQ8p?usp=s
haring

1. Monev belum dilakukan secara 
berkala dan ditindaklanjuti 2. 
Keterangan pada penjelasan jawaban 
tidak sinkron Catatan Badilum: - Eviden 
yang dilampirkan belum sesuai; - 
Lampirkan Laporan Monitoring dan 
Evaluasi dan Laporan Tindak Lanjut 
Hasil Monitoring dan Evaluasi atas 
implementasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik beserta bukti tindak 
lanjut tersebut secara berkala.

II. 30 29,45 98,17%

02.00 3,5 3 85,71%
i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 

Penyederhanaan Jabatan
0,5 0,5 100,00%

a. Telah disusun peta proses bisnis dengan 
adanya penyederhanaan jabatan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan 
jabatan tata laksana secara menyeluruh dengan mengalihkan beberapa jabatan 
struktural menjadi jabatan fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih ramping 
dan efisien. Eviden Dokumen : 1. Before dan After Peta Proses Bisnis 2. Peta Proses 
Bisnis Instansi Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFNAMy0guKFi-
Ed9YsQSqmHKkUHOLOSk?usp=sharing

ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
yang Terintegrasi

1 1 100,00%

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
publik yang lebih cepat dan efisien

A 1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
telah diimplementasikan secara terintegrasi penuh melalui pemanfaatan aplikasi inti 
Mahkamah Agung RI. Sistem-sistem ini terbukti mampu mendorong pelaksanaan 
pelayanan publik dan administrasi peradilan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan 
efisien. 1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan aplikasi e-Court secara 
optimal untuk memangkas birokrasi persidangan. Seluruh ekosistem peradilan mulai 
dari pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya panjar secara digital (e-
Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), hingga 
pelaksanaan persidangan online (e-Litigation) telah terintegrasi dalam satu pintu 
melalui portal resmi ecourt.mahkamahagung.go.id. 2. Untuk mempercepat koordinasi 
antar-aparat penegak hukum, aplikasi e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) 
telah diimplementasikan secara aktif. Berdasarkan data monitoring, sistem ini 
mengintegrasikan layanan administrasi perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara yang mencakup 6 Pengadilan Negeri di bawahnya. Hal ini 
memastikan transparansi statistik fitur dan jumlah layanan per badan peradilan dapat 
dipantau secara real-time. 3. Transparansi dan Penelusuran Perkara Tingkat Banding 
(SIPP Banding v5.0.0): Penyelenggaraan administrasi dan penyajian informasi perkara 
tingkat banding dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara) Banding. Melalui dasbor sipp-banding.mahkamahagung.go.id, 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara mampu mengelola, memperbarui, dan menampilkan 
data kinerja penanganan perkara, mulai dari statistik jumlah perkara hingga statistik 
umur perkara secara akurat dan terbuka untuk publik. Eviden Dokumen : 1. 
Screenshot Aplikasi SPBE Terintegrasi 2. Capture Aplikasi Bidang Pelayanan Publik 3. 
Daftar Rekapitulasi Aplikasi Pelayanan Publik Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/107K4NCxzcKxdGNMmOLOtzIG4F8NkGSkc?u
sp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan pelayanan 
publik yang lebih cepat dan efisien 
seperti SIWAS, Eraterang, ataupun 
aplikasi inovasi pelayanan publik 
beserta tangkap layar dashboard 
aplikasi tersebut.

Penataan Tatalaksana
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b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
internal organisasi yang lebih cepat dan efisien

A 1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara telah terbukti secara nyata mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
publik menjadi jauh lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh 
masyarakat pencari keadilan serta instansi penegak hukum terkait. Eviden Dokumen : 
1. Tangkapan Layar Aplikasi SPBE Terintegrasi 2. Tangkapan Layar Aplikasi Bidang 
Administasi Pemerintahan 3. Daftar Rekapitulasi Aplikasi Bidang Administrasin 
Pemerintahan.pdf Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/107K4NCxzcKxdGNMmOLOtzIG4F8NkGSkc?u
sp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan pelayanan 
internal organisasi yang lebih cepat 
dan efisien seperti SIKEP, SIWAS, e 
BIMA, Komdanas, E SADEWA, ataupun 
aplikasi inovasi pelayanan internal 
organisasi beserta tangkap layar 
dashboard aplikasi tersebut.

iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2 1,5 75,00%
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis 
utama telah mampu memberikan nilai manfaat 
bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil melaksanakan transformasi digital pada 
bidang proses bisnis utama (core business) secara optimal. Implementasi arsitektur 
teknologi informasi ini menjadi pilar inti yang menyokong penuh fungsi yustisial dan 
administratif institusi. Transformasi ini mencakup pengelolaan perkara tingkat 
banding, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yustisial, perencanaan keuangan 
makro, pembinaan administrasi teknis, hingga koordinasi data nasional dengan 
Mahkamah Agung RI. Keberhasilan optimalisasi ini dibuktikan dengan seluruh 
instrumen aplikasi yang kini berada dalam status Aktif dan Efektif. Penerapan nyata 
dari transformasi digital ini dikelompokkan ke dalam beberapa klaster strategis: 1. 
Optimalisasi Manajemen Peradilan dan Penanganan Perkara BandingSebagai 
lembaga peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memanfaatkan 
teknologi digital untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan cepat, 
transparan, dan akurat:SIPP Banding (Sistem Informasi Penelusuran Perkara): 
Diterapkan secara penuh untuk pengelolaan administrasi yustisial, pencatatan data 
registrasi, penelusuran jalannya persidangan, serta penyajian statistik perkara pada 
tingkat banding. SIPAPU Badilum (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan 
Umum): Membantu institusi dalam melakukan pembinaan administrasi, pengumpulan 
statistik data perkara baik tingkat pertama maupun banding, monitoring kepatuhan 
terhadap SIPP, hingga penyusunan laporan tahunan secara sistematis. EIS Badilum 
(Evaluasi Implementasi SIPP): Berjalan otomatis sebagai alat penilaian mandiri 
(assessment tool) untuk mengukur kepatuhan, kecepatan, dan akurasi penginputan 
data perkara lokal di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 2. Efisiensi Tata Kelola Meja 
Depan dan Komunikasi InternalPola kerja internal pada unit kerja kini menjadi lebih 
dinamis dan terpantau dengan baik:PTSP+/SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik 
Terintegrasi): Memberikan nilai manfaat tinggi dalam mengoptimalkan pencatatan 
surat masuk dan surat keluar secara online, pelacakan (tracking) dokumen, tata 
kelola meja depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menyajikan visualisasi 
grafik operasional harian kantor demi memudahkan pengambilan keputusan 
pimpinan. 3. Ketertiban Manajemen SDM Yustisial dan Koordinasi 
NasionalPengelolaan data aparatur peradilan kini terintegrasi secara nasional untuk 
mendukung transparansi organisasi:SIKEP MA-RI (Sistem Informasi Kepegawaian): 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang proses 
bisnis utama seperti SIPP, MIS, PTSP+, 
Komdanas, ataupun aplikasi inovasi 
pelayanan publik satker beserta 
tangkap layar dashboard aplikasi 
tersebut; - Laporan Monitoring dan 
Evaluasi implementasi aplikasi-
aplikasi tersebut diatas; - Laporan 
Dokumen Bukti Tindak Lanjut hasil 
Monitoring dan Evaluasi implementasi 
aplikasi tersebut.

b. Transformasi digital pada bidang administrasi 
pemerintahan telah mampu memberikan nilai 
manfaat bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola 
internal organisasi yang bersih, modern, dan akuntabel. Penerapan berbagai aplikasi 
pusat di Pengadilan Tinggi Maluku Utara kini telah menjadi pilar utama dalam 
mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, di mana seluruh sistem tersebut 
berada dalam status Aktif / Efektif. Berikut adalah penerapan nyata dari ekosistem 
digital tersebut di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara:Pengelolaan Keuangan 
Negara yang Terpadu dan Transparan: Melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi), Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan 
pengelolaan keuangan negara secara terintegrasi, mulai dari tahap penganggaran, 
pelaksanaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan finansial satuan kerja. Proses ini 
didukung oleh KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) yang berfungsi untuk 
mengonsolidasikan dan melaporkan realisasi penyerapan anggaran serta data 
finansial berkala secara langsung ke tingkat pusat. Ketertiban Administrasi 
Kepegawaian: Dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), institusi ini 
menerapkan SIKEP MA (Sistem Informasi Kepegawaian) sebagai pusat tata kelola 
administrasi kepegawaian. Aplikasi ini digunakan secara efektif untuk mencatat data 
riwayat hidup, pangkat, jabatan, serta melakukan monitoring profil seluruh personil 
peradilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, kondisi personil secara berkala 
juga dilaporkan ke tingkat pusat melalui sistem KOMDANAS. Manajemen Aset dan 
Barang Milik Negara (BMN) yang Akuntabel: Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
memastikan aset negara dikelola dengan presisi menggunakan teknologi digital. 
Aplikasi e-SADEWA (Strategic Asset and Document Management System) diterapkan 
untuk pemantauan, perencanaan, pengadaan, dan inventarisasi aset BMN khusus di 
lingkungan peradilan. Sementara itu, koordinasi, pengawasan, pemanfaatan, hingga 
pemindahtanganan aset negara diproses melalui SIMAN (Sistem Informasi 
Manajemen Aset Negara) yang terintegrasi langsung dengan DJKN. Penjaminan Mutu 
dan Evaluasi Kinerja: Untuk menjaga kualitas standar pelayanan, Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara menerapkan SIMETRI Badilum (Sistem Informasi Mutu Terintegrasi). 
Aplikasi ini menjadi sarana bagi institusi dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan 
penilaian mandiri (self-assessment) tserta kinerja administrasi peradilan umum. 
Dengan berjalannya seluruh aplikasi ini secara aktif dan efektif, Pengadilan Tinggi 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang 
administrasi pemerintahan seperti 
SIKEP, Komdanas, e BIMA, e SADEWA 
ataupun aplikasi inovasi satker bidang 
administrasi pemerintahan beserta 
tangkap layar dashboard aplikasi 
tersebut; - Laporan Monitoring dan 
Evaluasi implementasi aplikasi 
tersebut, - Laporan Tindak Lanjut hasil 
Monitoring dan Evaluasi implementasi 
aplikasi tersebut.

Transformasi digital pada bidang pelayanan 
publik telah mampu memberikan nilai manfaat 
bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten terus menunjukkan komitmennya 
dalam menghadirkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel 
melalui transformasi digital. Implementasi sistem informasi interaktif ini kini telah 
menjadi garda terdepan dalam menyentuh langsung masyarakat pencari keadilan, 
akademisi, instansi penegak hukum lain, maupun publik pengakses informasi di 
wilayah Maluku Utara. Penerapan aplikasi pelayanan publik ini terbagi ke dalam 
beberapa fokus utama yang berjalan secara beriringan:1. Modernisasi Layanan 
Perkara dan Keterbukaan Informasi PublikPenerapan digitalisasi di Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara memberikan dampak besar pada kemudahan akses layanan hukum dan 
keterbukaan informasi bagi masyarakat:Website Resmi PT Malut: Diterapkan secara 
efektif sebagai media resmi keterbukaan informasi publik, yang menyajikan secara 
transparan pengumuman anggaran, laporan tahunan, serta pembaruan berita 
kedinasan yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. E-Court: Diberlakukan 
untuk memfasilitasi pendaftaran perkara perdata secara online, pelaksanaan 
pembayaran elektronik, hingga proses pemanggilan persidangan elektronik. Hal ini 
memangkas jarak geografis Maluku Utara yang berpulau-pulau, sehingga masyarakat 
dapat beracara dengan lebih hemat waktu dan biaya. Media Sosial Resmi (Instagram, 
Facebook, TikTok, YouTube): Hadir sebagai kanal edukasi hukum yang interaktif, 
wadah diseminasi kegiatan dinas, serta sarana komunikasi multimedia yang inklusif 
untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. 2. Penguatan Sinergi Lintas Instansi dan 
Manajemen InternalSelain berorientasi pada layanan luar, pengadilan juga 
mengoptimalkan kinerja internal dan kolaborasi penegakan hukum:E-Berpadu: 
Menjadi instrumen utama dalam memperkuat sinergi penegakan hukum di Maluku 
Utara melalui digitalisasi administrasi berkas perkara pidana yang terintegrasi penuh 
antar Aparat Penegak Hukum terkait. PTSP+ (PTSP Elektronik): Penerapan aplikasi 
internal ini berhasil mengoptimalkan sistem pencatatan surat masuk dan keluar, 
sekaligus mendigitalisasi meja depan pengadilan agar pelayanan administrasi 
menjadi lebih cepat dan rapi. SIWAS (Sistem Pengawasan): Sebagai bentuk komitmen 
menjaga kebersihan institusi, aplikasi ini diterapkan sebagai wadah pengaduan online 
bagi masyarakat apabila menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh aparat 
peradilan. Melalui seluruh rangkaian inovasi tersebut—yang seluruhnya kini 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang 
pelayanan publik seperti SIWAS, PTSP 
Online ataupun aplikasi inovasi satker 
pelayanan publik beserta tangkap 
layar dashboard aplikasi tersebut; - 
Laporan Monitoring dan Evaluasi 
implementasi aplikasi tersebut; - 
Laporan Tindak Lanjut hasil Monitoring 
dan Evaluasi implementasi aplikasi 
tersebut.



60 29,16 97,20%

B. 40 38,53 96,33%
01.00 20 21,25 94,44%

17,5 4 17,5 100,00% Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara selama periode pekan Penilaian ZI diperoleh informasi bahwa 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan jumlah 4.00 
Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1lgA99HEaCFtGYe9OYeNV-
MNpRkrmPHNV?usp=drive_link

Seharusnya di isi hasil pekan survei 
tanggal 6 sampai 24 April 2026

5 3,75 3,75 75,00% Perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara selama periode tahun 2025 tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih 
baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya, berikut kami lampirkan laporan 
LKJIP Tahun 2025. Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/131ryqk6F6MlngjmOIK3hiajdEPkfZ
pdq?usp=drive_link

- Tambahkan dokumen analisa bahwa 
Capaian Kinerja tahun sebelumnya 
tidak bisa dibandingkan karena adanya 
perubahan IKU tahun 2024 dan tahun 
2025 dan tambahkan dokumen 
capaian kinerja nasional/rata-rata 
capaian kinerja unit yang sejenis

2. 20 17,28 98,74%
17,5 3,95 17,28 98,75% Dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara selama periode pekan Penilaian ZI diperoleh informasi bahwa 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dengan 
jumlah 3.95 Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1F4l1q2wWH3Ihop3wTPBigvBR1qxI89cz?usp=
drive_link

40 38,53 96,33%

100 97,14 97,14%

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei 
Eksternal)

TOTAL HASIL

Nilai Pembangunan ZI

TOTAL PENGUNGKIT

HASIL (40)
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian 
Kinerja Sebelumnya


